
J. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jaws Tengah;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan eebagairnana dimaksud
dalam huruf a di atce, perlu menetapkan Peraturan BupatJ
tentang Perubahan Atas Peraruran Bupati Grobogao Nomor
73 Tahun 2016 teniang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraia., Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Grobogan;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa untuk melaksanakaa ketcntuan Pasal 35 Peraturan
Menteri Dalam Negcri NomoI" 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan KlalSifikasl Cabang Dmas dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu merubah Peraruran
Bupau Grobogan Nomor '13 Tabun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan can Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Grobogan;

•

•PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAR

KABUP.&"TENGROB6GAN

PERATURAN SUPATl GROBOGAN

NOMOR 31 iArtUN 2018

TENTANC
PERUBAHAN ATAS PERATURA.'1BUPATI GROBOGANNOMOR 73 Tf\HUN :l016

TENTANOKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASl,TUGAS POKOK, FUNGSr,

URAlM TUGAS JABATAK DAN TATA ~RJA BADAN PENDAPATAN,

BUPATI GROBOOAN
PROVINS)JAWA TENGAH

,



PERATURAN BUPATI 'T'ENTANG PERUBI\HAN ATAS

PERATURANBOPATI GROBOGAN NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOX, FUNGSI, URAIA1~TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
BADANPENDAPATAN, PENGELOLAANKEUANGAN nAN ASSET

DAERAHKABUPATENGR080GAN.

MEMUTUSKAN :

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523<l);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentanz Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5494):

5. Undang-Undang Nomor 23 T~hun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nf'gara Republik
Indonesia Tahun 2014 N')mor 244. Tambahan Ll'mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah•
diubah beberapa kali terakhir dengan Ilndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ientaAA Perubahan Kerhra Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rerrtang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 I'\omor 58, Tambahan Lernbarar­
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887):

7. Peratunm ~cnteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pcdoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelakaaria Teknls Daerah (Menta Negara
Republik lndonesia 'Tahun 2017 Numor 451);

8. Pcraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 'rabun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Crobogan Numor 15);
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Menetapkan
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.
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai rujuan organisasi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpulan
jabatan fungsionai tertentu yang terdiri dari sejurnlah
tenaga aWLdalam jenjang jabatan fungsional tertenru yAng

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahfiannya,

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerab adalah Kabupaten Groboga'h.

2. Pemerintah Daerah adalah 8upati sebagai unsur
penyelenggara pemenntahan daerab yang rnemimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl
kewenangan daerab otonorn.

3. Bupao adalah Bupati Grobogan.

4. Sekretaris Daerab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.

5. Badan Pendapatan, Per:gelolaan Keuangan dan Asset

Daerab yang selanjutnya disebut 8adan adalab Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan A~~<"..IDaerah
Kabupaten Orobogan.

6. Kepala Badan adalah Kepala B",Ui;Ul Pendapatan,

Pcngelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Grobogan.

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah. kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang pegawai negeri sipil dalam suam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang

•

Pasall

L Ketentuan Paw 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketenruan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiecsi, Tugas
Pokok, Furigsi, Urnian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 73) diubah
sebagai berikut :

Pasall

.~.



1. Sub ElidangAkuntansi I;

2. Sub Bidang Akuntansi II: dan

3. Sub Bidang Pelaporan.

.
3. Sub Bidang Adrninistrasi Anggaran Bdanja II.

f. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Sub Bidang Adrmmstrasi Anggaran Pendapatan:

2. Sub Bidang Admmistrasi Anggaran Belanja I; dari

e. Bidang Administrasi Anggararr, memliawahkan :

3. Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan
Pelaporan Pajak £1.

d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, mernbawahkan :

1. Sub Bidang Pcndaftaran, Pendataan dar- Penetapan
Pajak II.

2. Sub Bidang Penagiban PAjak II; dan

3. Sub 8idang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan

Dan Pclaporau Pajak l.

2. Sub Bidang Penagihan Pajak I; dan

1. Sub Bidang PendaftaIan, Penclataan dau Penetapan
Pajak I;•

c. Bidang Pajak Bumi dan Bangiman dan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawabkan :

3. Sub Bagian Umum.

2. SUbHagian Keuangan; dan

1. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sekretariat, membawalikan :

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

a. Kepala Barian.

Pasa] 3

2. Kettntuan ayat (1) Pasa! 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
•

bcrilrut:

,
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e. pengelolaan kesekretariatan Badan; cian

d. pelaksanaan, monitoring, evaluaai, do.n pelaporan
kegiatan eli bidang keuangan Daerah;

.
c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang

keuangan Daerah;

b. pengoordinasian, perigembangan, dan fasilitasi
kegiatan di bidang keuangan Daerah;

a perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan

Daerah;

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagairnana dimaksud pada ayat (I), mempunyai fungsi:

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
daerab dan tugas pembantuan di hidang keuangan
Daerah.

Po.sal4

3. Ketentuan ayat (2) Pasal4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(2) Bagan Organisasi Badan (ebagaimana dimaksud ayat (I),
tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraruran Bupati ini.,

i.Kelornpok -Jabatau Fungeional Tertentu.

3. Sub Bidang Penghapusan.

2. Sub Bidang Administrasi Asset; dan

.
1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan rl~n

Pemanfaatan:

h. Bidang Asset Daerah, membawahkan :

3. Sub Bidang Kas Daerah.

2. Sub Bidang Perbendaharaan n: dan

l. Sub Bidang Perbendaharaan 1',

I.

&. 'Bi.o.ang?crbendaharaan, mem'oawahkan:
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h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operastonal

di bidang keuangan Daerah scsuai dengan peraruran

perundang-urulangan:

g. menetapkan kebijakan dan standar opcrasional eli

bido.ng kcuangan Daerah sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan kewenangan yang
dtdelegasikan;

f. melaksanakan koordinasi rleogan instansi terkai: baik

secara langsung maupun tidak langsung unruk

mendapatkan inforrnasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi perrnasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

e. melakeenakan pembinaan teknis dan administratif di
bidang keuangan Daerah sesuai kebijakan yang
ctitetapkanoleb Bupad;

d. merurnuskan pctunjuk pelaksanaan dan perunjuk
lc::knis penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan

Daerah sesuai dengan peraturan perundang­
undangan sebagai pedoman operasionai kegiatan;

c. mengarahkan iugas ..bawahan dengan memberikan
petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun
tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas di bidang keuangan Daerah;

b. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan
basil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan
peraturan perundang-undangan;•

a. merumuskan konse~ kebijakan teknis di bidang
keuangan Daerah h~rciAsarkanperaturan perundang­

undangan sebagaibahan araban operasional;

(3) Kepala Badan daJarn melaksanakan rugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat [I] dan ayat (2),
rnempunyai uraian rugas jabatan :

f. pelaksanaan Iuugsi lain yang diberikan oleh Bupati
seSUQJtugas dan fungsinya..

-6-



t, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan Daerah;

s. menyiapkan pelalcsanaan pinjamnn dan pemberian

pinjaman atas nama pemerintah Daerah,

q. mernberikan petunjuk teknis pelaksanaan sisrern

penerimaan pengeluaran kas Daerah;

r. mclaksanakan pemungutan pajak daerab dan
retribusi daerah serta melaksanakan pernungutan
penerimaan bukan pajak;

Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria Perangkat
Daerah (DPA-SKPDI/ Dokurnen Pelaksanean
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DpPA-SKPn) dan melakukan pengcndalian
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Dokumenmengesahkandanp. melaksanakan

n. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
di Jimpabkan oleh Bupati;

o. menyusun kebijakan dan pcdoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP~D);

k. mclaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang
meliputi pendaftarari dan pendataan, penetapan,
pernungutan pendapatan daerah yang terdiri dari
pajak daerah, Pajak Bumi dan bangunan (PBB)dan
retribusi daerah yang telah ditetapkan ;

l. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerab
(BUD) dan rnenetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

m. menyusun Japoran lCeuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawahan pelaksanakan Anggaran

Pendapatan dan Betonja Daerah (APBD);•

j. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah;

i. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

-7-



gg, melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merulai
kinerja pelaksanaan tugas bawahon accara bcrkala

melalui sistem penilaian yang tcrsedia;

cr, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan R::.rI;rn dengan

cara mengukur pencapaian program kerja yang tclah
disusun untuk bahan laparan kepada Bupatl dan
kcbijakan tindak lanjut;

ee. melaksanakan tugas-rugas perigguna anggarany

pengguna barang lainnya bel dasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati;

dd, meJaksan.akan pengelolaan asset daerah atau barang
milik Daerah/kekayaan Daerah;

cc. mengelola utang dan piutang yang rnenjadi ranggurig
jawab Dinas;

bh, meru;ndatanganj Surat Perintab Mc::mbayar(SPM)dan
mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas;

aa, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan:

meme:rintahkan pembayo.mn;
danto.gihanataspengujianz. melakukan

y- menyucun dan miPyarupwkan laporan keuangan
8atuan Kerja Perangkat Dae:rab (SKPDI dan
pertanggungjawaban keuangan;

•

x. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerab (SKPD);

w_ melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran ato.s beban anggarau belanja;

v, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Saruan Kerja Perangkat Dacrah (RKA­

SKPD) dan menyusun Dokumen t'elaksanaan
Anggaran Saruan Kerja Perangkat Daerah (DPA­
SKPD);

ll_ melaksanakan kebijakan dan peduman pengelolaan
serta penghapusan barang mihk Daerah;

•
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d. melaksanakan koordinasi .internal maupun eksternal
baik eecara Iangsuug maupun ndak langsung untuk

c. mernbagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta ruembertkanarahan dan petunjuk baik

secara Iisan maupun tertulis guna meningkatkan
keJancaran pelaksanaan rugas;

a menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Perencanaanberdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya dan peraruran perundang-undangan,

U. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan:

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakau
tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1J.
mempunyai uraian tugas ~abatan :

(1) Subbaglan Perencanaan dipimpin olen Kepala Subbagian
yang berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawab

xepada Sekretaris. rnernpunyai tugas pokok melaksartakan
sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pernberian bimbingan di bldang perencanaan,
monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi
Baden.

•

..
PasaJ6

•bcrikut :

Ii- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan

4 Ketentuan ayat (2) PasaJ 6 diubah, sernngga berbunyi sebagai

iL menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian dan ketentuan yang berla:<u sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelakaanaan tugas dar,

untuk menghindari penyimpangan; dan

hh. rnenvampaikan laporan pe\aksanaall rugas 'kepada

atasen sebagai daenr pcngamhilan kebljakarr;
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k, menyiapkan bahan dan menyusun mateo tindak lanjut
hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan
perundang-undangan:

L ruenghirnpun dan meneliti laporan perkembangan

tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari rnasing­
masing Sub bagian dan Sub Bidang sebagai bahan
penyusunan laporan Pengendalian Operasional
Kegiatan ( POK);

J. rnenyiapkan bahan dan menyusun koneep Standar

Operasional Proeedur (SOP)eli bidang perencanaan;

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kcrja [Renja},

Indikator Kirierjn Utama (IKU). Perjanjian Kmerja

(PK)/PcnctapC:lU Kinerja (TapkmJ, dan jenis dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketenruan yang
berlaku;

h. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Rencana

Kegiatan dan Angzaran (RKA). Dokumen Pelaksana..n

Anggaran (DPAI, serta perubahan anggaran sesuai

ketenruan dan plaIoD anggar-an yi:illgditetapxan;

usulan program kegiaran dari masing masing Sub..
Ridang dan Sub Bagian, sceuai dengan ketenruan yang
berlaku guna mcoghindari kesaJahan;

•

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan. dan naskah dinas yang

berkaitan dengan perencanaan, cvaluasi, dan

pelaporan guna mendukuug kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan•

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang
undangan sebagai bahan o.tau pedoman unruk

melaksanakan kegiatan;

mendapatkan .informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisas! dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

,
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(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan

Pasa17

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepado,

atasan baik lisan maupun terrulie berdasarkan kajian

asar pelakeanaan kegiatan berjalan lancar dan optimat
serta tuuuk menghindari penyimpangan; dan

s, metnbWlt Iaporan petaksanaan kegtatan kepada atasan
scbagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

berilrumya;

f. melaksanakan momtoring, mengevaluasr, dan rnenilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraruran perundang-undangan;

p. reelaksanakcn pcngelolaan data dan lnformasi di
bidang Keuangan Daerah;

q. melaksanakan tugas pembantuan di bidang Keuangan
Daerah;

•

..Badan;

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
dan pemberian bimbingan di bidang sistern informasi

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Badan sebagai bahan pengambilan kebijaktm;

Evaluasi Kinerja Pernbangunan Daerah (EKPD),Sistem
Pengendalian Internal Peme.rintah (SPlP); dan jenis

pelaporan lainnya scauai dengan ketentuan yang
bcrlaku;

Laporan
Laporan

(LKPJ).

t

In. menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
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h. menghimpun dan memproses usutan pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidang

scsuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku;

g. menyiapkan bahan dan eararu..adrnlntstrasi keuangan

druEtm rangka pencairan anggaran, pengelolaan,
pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan;

1.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekrus,

pctunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang
berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna
mendukung kelancaran peLaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan rnengkaji peraruran perundang­

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan:

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikanarahan dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tuga&;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak Iangsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalarn rangka
sinkronisasi dan harmonisasl pelaksariaan kcgiatan;

•

b. menjabarkan perintah atA.~ melalui pcngkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan;•

a. menyuaun rcncana dan program kegiatan Subbagian
Keuangau berdasarkan hasiI evaluasi kegiatan. tahun

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

sebagiau tugas Sekretans dalam perumusan kebijakan,
pengkoordinasian. pernbinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pemberian bimbingan di bidang adminisrrasi
keuangan.

(2) Kcpala Sul.Jbagian Keuangan dalam rnelaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (L), mempunyai
uraian tugas jabatan:
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f. menyiapkan bahao penyusunan perunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoral rerkait lainnya aebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun ekstemal
baik secara langsung maupun tidak Jangsung untuk
mendapatkan Informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisssi dan haJ rnontsasi peJaksanaan kegiaran;

c. membagi rugas kepada bawahan seeuai lingkup
tugasnya serta memberikanarahan dan peruujuk balk

secara Iisan maupun tertulis guna menmgkatkan
kclancaran pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan per.intah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

1:1.. menyusun rencana dan program kegiatar; Subbagian
Umum berdasarkao hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraruran perundang-undangan,

(2) Kepala Subbagian Umum dalam melaksanakan rugae
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rncmpunyai
uraian tugas jabaran-

•

ketatalakaanae n.

sarana dan prasarana, perleog1capan, urusan ruruah
tangga, protokol, petjalnnan dinas, kearsipan, hukum dar:..

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh KepaJa Subbngian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekret.aris, mempunyai· lugas pokok melaksanakan
scbagian tugas Sekretans da!am perumusan kebijakan,

pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pemberian bimbingan di bidang adminisrrasi umum,
surat-menyurat, kepegawaian, hubungan rnasyarakat,,

PasaJ 8

•
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehmgga berbunyi sebagai

berikut :
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pengendahan, perneliharaan asset tetap dan aosev tidal<:
tetap agar dapat diguna kan optimal;'

I. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan berkala serta
memelij:Jara file! dokumen kepegawaian seluruh
pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi
kepegawaian;

m. menyiapkan baban dan mcmproses usUlan kenaikan

pangkat, mutaai, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun,
pembuatan kartu suami/isten, tabungan asuransi
perrsiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan

pengawacarr,melakukansertaadministrasi

pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan
serta mengusulkan penghapusan asset temp, asset
odak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

j, melaksanakan koordinasi derrgan Unit Layanan
Pengadaan (Ul.P) dan Layenan PengadaanSeeara

Elektronik (LPSE)Kabupatcn Grobogan dalam rangka
proses pengadaan barang dan jasa Badan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

k melaksanakan penatausahaan, Inventarisaei, dan
pelaporan asset semesteran dan tahunan unmk tertib

•

melaporkandanmemproses,1. merencanakan,

h. mernfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan. budaya kerja, survei
kepuasan masyarakat, standar pelAyanlln, serta
pengusulan Iormasi kebutuhap pegawai Badnn scsuai
dengan peraturan perundang-undangan;

p

petaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi urnum,
surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat,
sararia dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah
tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum
dan keratalakaanaart;

kelancaranmendukunggunakcpt:¥,awaian
umumadminlstIasideugan
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{ll Sub Bidang Pendaftaran, Pcndataan dan Penetapan

P3jak IT dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
KepalaBidang Pajak Daerah Lainnya.

PasaJ 14

7. Ketentuan ayat (3) PasaJ l' drubah, sentngga berbunyi
sebagai berikut

Lrnenyampaik.ao saran' dan pertirnbangan kepada atasan
baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar

pelaksanaan kegiatan berjaJan lancar dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

r. melaksanakan monitoring, mengevaluas., dan rnenilai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan seeara berkala
seauai dcngan peraturan perundang-undangan;

s. membuat laporan peJaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengarnbilan kcbijakan
berikutnya:

•

q. menghimpun dan 'llendoJcumentasikan Stand art
Opcrasioual Prosedur (SOP)yang disusun oJehmasing­
masing Sub bagian dan Sub Bidang;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) Iii Subbagian umum;

•

I). mengkoordinasikan kegiatan pengamarian kamor,
kebersihan, dan pertamanan agar tcrcipta Jingkungan
kantor yang tertib, bersih, aman, can nyaman;

pclalihan (diklat}Jbimhmgan teknis Ibimtek). dan
U1usan kepegawaian lainnya;

n. melaksanakan urusan rumah tangga ser ta menyil1pkan

sarana, akomodasi, dan protokoler dalarn kegiatan

rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu

Badon;
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g. :nelaksanakan porporasi benda-benda berharga;
I

e. mernpelaiari dan .mengkaj] peraturan perundang­
undangan dan regulaei scktoral terkalt lainnya sebagai

bahan a~u pedoman untuk rnelaksanakan kegiatan:

f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan
pcnctapan pajak n;

d. melaksariakan keerdlnasl internal maupun eksternal
baik sccara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan mrormasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan:

c. mernbagi tugas kepada bawahan sesuai lingIrup

tugasnya serta mernberikan araban dan petunjuk baik
secara lisan maupun terrulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan rugas:

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
perrnasalahan dan peraturan perundang-und:ulgan;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Srrb Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penerapan Pajak n
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
dan peraruran pcrundang-undangan:

•

•jabatan :

(21Kepala Sub Bidang Pcndaftaran, Pendataan dan Penetapan
Pajak D selJagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pajak Daerah Lainnya dalam penyiapan bahan perumu~n

kebijakan teknis. pelaksanaan, pengkoordinasian,
pembinaan, pengawa£arL, pcngeudalian, pengelolaan,

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pcndaftaran, pendataan dan penetapan pajak D.

(3) Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Pajak U dalam rnelaksanakan rugas pokok sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2), mcmpunyal uraian tugas

,

-17-



8. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebngai berikut :

q. melaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lanear dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

o. membuat Japoran pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

n. melaksanakan rrnnitoring. mengevaluasi. dan menilai
kineIja ;>elakso.n&an tugas ba'Nahan secara berkala

seauai dengan peraruran perundang-undangan;

m. menyiapkan balran dan menyusun konsep Standar
Opcrasional Prosecur (SOP) di bidang pendaftaran.
pendataan dan penetapan pajak Il:

•

menggah potensi disektor pendapatan daerah baik
pajak dan retribusi unruk peningkatan pendapatan asH
Daerah;

I.
..

k. menyusun rencana kerja p'¥ngg!'lHan pendaparan
Daerah;

j. me1aksanakan kesio.tan pcndaftaran. pendataan dan
penetapan pajak laiunya untuk pencapaian target
pcndapalan yang ditetapkan;

h. melaksanakan konsultasi dalam hal pendaftaran.
pendataan dan per.etapan pajak lainnya dengan

meminta petunjuk kepada atasan unruk
penyempumaan dan kelancaran rugas;

i. melak$lU1akan inventarisasi permasalahan dengan
mengumpulJ<an bahan untuk pemecahan masalah
berkaitan dcngan pendarlaran obyek pajak lainnya;
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r rnenyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan
perunjuk reknis pelaks3naan program dar. kegiatan d:
bidang penagiban pajak II;

C. melaksanakan kourdinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak .angsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempela~ari dan rncngkaji peraruran perundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau _pedomanuntuk melaksanakan kegiatan;

c. mernbagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup
rugasnya serta memberikan arahan dan perunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah atasan melaJui pengkajian
permasalahan dan peranrran perundang-undangan,

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang
Penagihan Pajak II berdasar kan hasil evahaaai kegiatan
tahun sebelumnya dan peraturan perundang­
undangan;

melaksanakan tugS& pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mcmpunyai uraian rugas jabatan :

•

(3) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak. II daJam..

(2) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak II sebagaimana
dimaksud pada ayat 0) mempunyai rugae pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala BidangPajak.Daerah
Lainnya dalam penyiapnn bahan perurnusan kebijakan
eeknis, pclaksanaau, pengkoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendaJian, pengelolaan, Iasilitasi, evaJuasi
dan pelaporan kegiatan eli bidang penagihan pajak n.

•

(1) Sub Bidang Penagihan Pajak 11dipimpin oleh KepaJa Sub

Bidang yang berkedudukan di bawah dan benanggung
jawab kepada Kepa1a8idang Pajak Daerah Lainnya.

Pasal 15
,



pendapatan;

q. melakukan koordinasi dengan Subbidang la:innya
daJam bidang berkaitan dengan obyek pajak yang
sudabjatub tempo;

r. IneJakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang sudah
jatuh tempo belum melakukan pernbayaran dengan

melihat data pemantauan yang ada Sistim Informasi

hasil pemungutan pajak, retribusi dan
lain kepada Bendahara Khusus

o. menyetorkan
penciapatan
Penerimaan;

p. menginventarisaoi masaJah dalam pe'aksanaan

kegiatan dan lnvemarisast sarana prasarana kantor,
kendaraao dinas untuk operasional pemungutan

pemoukuandanpemUIlgu1aOn. melaksanakan

pendapat.nn;

m. melaksanakan koordinas] dengs., instansi rerkait guna
keterpaduan pelaksanaan tugas di IRpangan;

I. membuat bon surat-Sllrcll berharga [karcis-karcis)
unruk mencukupi kebutuhan berkaltan pendapatan
Daerah;

i. melaksanakan kcordinasi daJam optimaJisasi
penerir:laan bagi basil pajak lainnya, pajak
penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan PasaJ 29 orang
pribadi dalarr. negeri dan Bagi Has:1Pajak Provinsi;

j. melakukan identiflkasi lapangan/inventarisir terhadap
obyek pajak-obyek pajak yang sudan habis masa
pemasangannya, jatuh J.empo pembayarannya;

k. memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko
guna dijadikan bahan pertimbangan di wiJayah
kerjanya;

•

~. u\1!\nkaanakan ~Ol:ci\nasi o.eng,an i.nSlans\ telK.ai'l
dala= ~an~\<.a.'\)en~\han dan -penaa'Pa'lan Dae.ah
\alnnya;

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasj pada lnstansl
vertikal daJam penagihan dan pendapatan Daerah
lainnya;

,
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(1) Sub Ridang PengaWllGo.n, Pengaduan, Keberatan dan
Pelaporan Pajak n dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan eli bawah dar; bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

(2) Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan
dan Pelaporan Pajak 11scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) mernpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksar.aan.
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pe.ngawas.an, pengaduan, keberatan dan pelaporan
pajak II.

PasaJ 16

9. Ketentuan ayat (31 Pasal 16 diubah, sehingga bcrbunyi
sebagai berikut :

w. mela.k3anakan iugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

v, lIIcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kaiian
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancer dan oprimal
serta untuk menghindari penyimpAngan; dan

..

u. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengamhiJan kebijakari
berikutnya;

t. melaksanakan monitoring. mengevaluaai, dan mcniJai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peracuran perundang-undangan;

s, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Opcraslcnal Prosedur (SOP) di bidang penagihan
pajak U;

Manajemen Daerah (SIMDA) pendapatan dan

melakukan penagihan pajak Lainnya yang belum
terbayar;
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i. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemungutan pajak II;

J. mclaporkau dan rnengadminstrasikan dengan baik
penenmaan Pajak II;

h. melaksanakan pengawasan, mcnltoring dan evaluasi
berkai'tan dengan pcnerimaari pajak 11;

\!,- mcn)e~enl!,g.araKan ra?at ko~'(dinas\ dan e"a\uasi
pema&ukan pajak U;

e. mempetajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regu\asi sektoral terkan, \etnnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksa.na.\<e.nkcgiatan;

L menyi.apkan bahan dan menyusun pedoman dan
'{letun)'lk tekn:'s pe\aksanaan program dan kegiatan ill
b:'dan~ -pet\i,awar.an. -pen.i,ao.uan, ke'oeratan d",n

\)e\a\)Oran '\)a\ak\\',

d. melaksanakan koordinasi Internal rnaupun eksrern'lJ
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
meridapatkan infonnasi, mas'ukan, 3erta datam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalD.han dan peraruran perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
•tugasnya serta rnemberikan araban dan perunjuk baik..

secara lisan maupun tertulis guna meningkalkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang
Pengawasan, Pengauuan, Keberatan dan Pelaporan

Pajak IT berdasarkan hasil' evaluasi kegiatan tahun
sebelumnyadan peraturan perundang-undangan;

,
(3) KepaJa Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan

dan Pclaporan Pajak ITdalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),mempunyai uraian
tugas jabatan :
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10. Ketentuan ayat (41 Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi
scbagai bel ikut :

t, menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarko.n kajian

agar pelaksanaan kegiatan bcrjalan lancar dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

u, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan,

3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kcpada atasan

sehagai bahan evaluaai dan pengambilan keblJakan
berikutnya;

r melaksanakan monitoring, mengevaiuasa, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawaban secara berkala
sesuai dengan peraruran perundang.undangan;

q. Illcnyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) eli bidang pengawasan,
pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak II;

p. menvusun data dan laporan penerima.an pcndapatan;•

O. menYl.lsun Iaporan penda.pabRn pajak dan retrtbusi
Daerah bcrda:;arJean ..pemasukan penarikan retribusi
Daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya;

11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak,
penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang
berlaku;

m. menyusun konsep pemecahan/jawaban atas masalah
pengaduan dan atau. keberatan atas Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPDIpajak n,

l. menginventarisir perrnasalahan keberatan atas Surat

Keterapan Pajak Daerah (SKPD)pajak II,

k. menginveruarian- pengaduan berkauan dengan Sural
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)pajak II;
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Pasa,125

11)Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kcpada
Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
pada ..yat (1), mempunyai rugas pokok melaksanakan

sebagian rugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pernbinaan.
pengawasan, pengendaJian, per.gelolaan dan fasiluasi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perbendaharaan.

(3) Kepala Bidang Perbendaharnan , dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)....
melaksanakan Iungai :

a. penylapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang

perbendaharaan;

c. pernbinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang Perbcndaharaan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidIIng
perbendaharaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perbendaharaan; dan

f. pelakeanaan fuJl~mlain yang diberikan oleh Kepala
Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) tCepala Bidang Perbendaharaan dalam rnelaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan aya: (3), mempunyai uraian tugas jabatan tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang
perbendaharaan berdasarkan peraruran perundang­
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalni pengkajian

permasalahan sesuai peraruran perundang undangan

agar pelaksanaan tugas berjalc.n cfcktif dan efislen;

•
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2) pejabat yang diberi wewenang rnenandaeangani
Surat -Pertanggung Jawaban (SPJ);

3) pejQbat yang diuen wewenang menandatangani
Surclt Perintah Pencairan Dana (SP2D)i

4) bendahara penerimaan dan bendahara pengehraran;
5) bendahara perigelolaan yang merigelola bclanja

bunga, belanja. aubsidi, bclanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi nasil, belanja bantuan

k.mengoreksi Rancangan Keputusan Bupati tentang
penunjukan personil Penatausahaan Anggaran
Pendapatan dan beJanja daerah (APBD),meliputi ;

1)pejabal yang diberi wewenang menandatangani
Surat Perintah Membayar [SPM);

1. melnksanakan pengendalian dan pengelolaan leas
daerah guna menjaga liJcuiditas kas;

j. melaksanakan pengeJolaan administrasi gaji, runjangan,
tambahan penghasitan, inseritif dan bukli pcrnotongar,

pajak tahunan bagi pegawai Apar atur Stpil Negara
(ASN);

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara

lisan rnaupun tertulis guna kelancaran petaksanaan
tugas:

d. melaksanakan koordmasi dan konsuhasi dengan
Instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas:

e. menelaah dar: mengkaji peraruran pcrundang-undangan
sesuai liniJrup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk ruelaksanakan kegiatan;

I menyiapkan bahan dan menyusun pedornan dan
•petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan dl. .bidang perbendaharaan,

go melaksanakan kegiatan elibidang perbendaharaan ;

h. melaksanakan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD);

•
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Pasa126
[I] Sub Bidang Perbendabaraan 1 dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang yang berkeduduzan eli bawab dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2) Kepala Sub Bidang Perbendabaraan I sebagaimana

dimaksud - pada ayat (I) mempunyal tugas pokok

m~laksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Perbendaharaan dalarn penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendaIian, pengelolaan,
Iasidtasl, evaluasi clan pelaporan kegiatan di bidang
perbendaharaan r.

sesuaI dengan peraruran perundang-undangan;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kehijakan
berikutnva:

p. menyampaikan saran dnn pcrt:imbangit.lJ kepada

ataean baik lisen maupuri rerruns berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan berjaIan Iancar dan optimal

serta untuk menghindar! penyimpangan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

11 Ketenruan ayat (31 Pasal 26 diubah, sehingga bcrbunyi
sebagai berikur ,

•

keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran
pen:biayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
lSKPD);

6) Bendahara penerimaan pembanru dan bendnluu-o.

pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD); dan

L pejabat lain dalam rangka pelaksanaan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

m. mcnyiapkan bahan dan menyusun konsep Stander
OperasionaI Prosedur (SOP) di bidang
perbendaharaan;

n. melRksanakan monitoring, me~gcvaluct::;i,dan menilai

kinerja pelaksanaan ~as bawahan secara berkaJa
".

,
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dan bendaharapenerimaan5) bendahara

pengeluaran;

2) pejabat yang diberi wewenang menandatangani
Sura~Pertangung Jawaban (SPJ);

3)pejabat yang diberi wewenang mengesahkon Surat
Pertangung Jawaha, (SPJ);

4) Pejabat, yang diberi wewenang rnenandatangani
Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D);

tentangg. mernpersiapkan Keputusan Bupati
penunjukan pengelolakeuangan, meliputi:

l) pejabat yang diberi wewemUlg'menandatangani
Surat Perintah Membayar (S?M);

d. melakeanakan koordiuasi internal maupun eksternal
baik sccara laugsung maupun tidak langsung untuk
mcndapatkan lnformasi, rnasukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan hannonisasi pelaksanaan
kegiatan;

e. rnempelajari dan mengkaii peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya
sebagai bahan atau pedoman urreuk melaksanakan
kegiatan:

I. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan
peumjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang perbendaharaan J;

•

b. meujabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraruran perundang-undangan;

c. membagi rugas kepada bawahan sesual lingkup
rugasnya serta mernberikan araban dan petunjuk
baik secara lisan maupun tel"t\llisguna meningkatkan
kelancaran pelaksanaen tugas;..

,
\~\ l<.t~\a. 'i)uu ~\o.ani. 'Pet'oeno.anaraan \ da.\a.'l\ ,

«~\ak=a\I.anW-i." ~w::>v..seba~ana d\maks\l.d ,,?ada
ayat ,'2), mem,,?unYaluraian tugat'>}abatan '.

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidarig
Perbendaharaan I 'berdasarkan basil evaluo.3i kcgiatan
tahuo sebelumnya dan peraturan perundang­
tmdangan;
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kebijakari berikutnya:

atasan sebagai bahan evahraei dan perrgarubilan

n. mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada

kmerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraruran perundang-undangan,

j_ mempersiapkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) untuk ditanda tangani Bendahara Umum
Daerab (BUD) atau Kuasa BUD;

k. melaksa nakan koordlncai, rekonsilitlsi, evaluasi dan

pembinaan penatausahaan keuangan kepada
bendaaara dan pengelola keuangan lainnya pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidang

Perbendaharaan 1;
.m. melakssnakan monitoring, mcngevaluasi, dan menilai

Daerah (BUD)atau Kuo.38.BUD;

(SP2D) untuk ditandatangani Kuasa 8endaha Umum

7J bend ahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembanru Saruan Kerja Perangkat

Daerah; dan

8) Pejabat .lainr.yo. dalam rangka pelaksanaan
Anggnran Pendapatan dan Betanja Daerah,

h. meneliti kebenaran dokumen persyaratan penzaiuan
•dana Surat Perintab Membayar (SPM) Belanja

Langsung yang di ajuf<an oleh Satuan Kerja Pcrangkat

Daerah.
L mempersiapkan Surat Perintah Pencairan Dana•

6) bendahara pengelolaan yang mengelola beianja

bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja ban man

keuangan, -belanja tidak rerduga dan pengeluaran
pembiayaan pada Saruan Kcrja Perangkat Daerah;

,
-'28.-



Pasal27

(l) SUb Bidang Perbendanaraan II ol~h Kepala Sub Bidang

yang berkedudukaa di trawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perbendaharaan .

(2) Kepala Suv Bidang Perbendaharaan II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumus:m

kebijakan tcknis, pcngkoordinasian, pembinaan.

pengawasan, pengendanan, pengelolaan, Iasilitasi, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan II.

(3) Kepala Suh Bidang Perbendahuraan 11 dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana drmaksud pada

ayat (2).mempunyai uraian rugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program lcegiRtan Sub Bidang

Perbendabarnan 11berdasarkan hasi! evaluasi kegiatan

tahuu sebelumnya dan peraturan perundang­

undangan;

b. rnenjabarkan periritah arasan melalui pcngkajian

permaealahari dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta memberikan araban dan petunjnk baik

secara. lisan maupur. tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas;

•

perintah atasan

12. Ketentuan ayat (31 Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan

optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai derigan

·29-
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n, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP) di bidang

perbendabaraan U;

terkait;

k, mcla.ksauakan penerbit2n daftar gaji, tambahan
penghasilan PNSdan tunjangan profesi guru;

Lmelaksanakan pengelo!aan administrasi bukri
pemotongan pajak tahunan bagi PN~_

m. meiaksanakan koordinasi dan rekonsillasi realisasi gaji

PNS dan runjangan profesl guru dengan instansit'

j. melaksanakan p.engeloJaan administrasi tunjangan

profesi guru, baik yang sudah bersertiflkasi maupun
yang belum bersertifilcasi;

dan retribusi daernh;

i.melaksanakan pengelolaan administrasi gaji PNS,

tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak

f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan

petnnjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di
bidangperbendaharaan II;

g. meneliti kebenaran dokumen persyaratan pcngajuan

dana Surat Perintah t1embayar (SPM)Belanja Tidak
LanglSung SKPD dan PPKD;

h. melaksanakan koordinas; Pencairan Dana Bantuan

Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak

Langsung PPKD lainnya dengan SKPD Teknis;

•

d. melaksanaknn koot:dillasi Internal maupun ekstemal

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkar. infomasi, masukan, serta dalarn rangka
sinkronisasi dan barmonisasi pelaksa.l'laan kegiatan~

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahanatau pedoman untukmelaksanakan kegiatan:



Pasal39

(1) Kepala Badan dalam melak$anakan tugas dan

kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
olchBupati.

(2) Da1am melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretnris,

Kepala Bidang, Kepata Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,

serta Kelompok -Jaberan Fungstcnat wajib menerapkan
prirreip kcordlnast, integrasi dan sinkronisasi secara

vertikal dan horisontal baik di lingkungan Badan
maupun 'antar satuan organisaei di lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian dan Kepala Sub Bid.ar:g bertanssungjawo.b

memirnpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing dan be. kewajiban rnernberikan bimbingan

15.1'asal 35 dihapus.

16. Pasal 36 dihapus.

17.Xetentuan ayat (2) dan ayat (3) PRSa! 39 diubah :sehiugga

berbunvi eebagai berikut :

r , me\aksanakan tugas kedinasan \~\n sesuai dengan
perintah atasan.

,~ Pasal aa dihapus.

l4. Pasal34 dihapus.•

,
o. rnelaksanakan monitoring, rnengevaluast, dan menilai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara oerkala

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

p, membuat laporan pelaksanaan kegietan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

berikumya;

q, menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada

atasan balk lisan maupun tcrrutis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjaJan lancar dan optimal

serta. untuk me.nv,hlru\an 'PenyUn'Pan~~ <l.an
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Penataan kembali personel, anggaran, sarana dan prasarana

serta serah terima dokumen sebagai akibat penghapusan Unit
Pelaksana Teknis 8adan berdasarkan Pernruran Bupati ini

dila1cukan paling ~ tanggal 1 Januari 2019.

21.Lamprran n dihapus.

Pasal45.A

20. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu] pasal,
yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kepaia Bidang, Kepala Sub Bagian, Kcpala Sub Bidang dan

Kelompok Jabat!ul Fungsional di lingkungan Badan

rnenyampalkan Iaporan kepada Kepala Badan dan selanjutnya
Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala 8adan yang

disampaikan kepacia Bupati melalu; Sekretaris Daernh,

Pasal42

ll) Sekretar'_s, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub

Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsiona; wajib

mengikuti dan memaruhi I'll"n'njuk-petunjuk dan
bertanggnng'lawab ke?aan. tl.l:a3an 'fI'\as\lIl!.-masin% (jan

mcnyempaikan taporan berka,la tepat pada waktunya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pirnplnan ~"'nlan

Organisasi dibantu oleh pimpinan unit ocruan organisasi

bawahannyo dan dalam Itlugka pemberian btrnbingan

kepada ba....ahan, masmg-rnasing pimpinan saruan

organisasi mengadakan rapat secara berkala,

19. Ketenruan Pasal 42 drubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

•

serta perunjuk bagi pelaksariaan tugas bawabannya, dan

bila terja.di penyimpangan agar rneugamoil tangkan­

langl<ah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

-penmd.ang-undangan .

\~. \<..eten'tUana:yat \\~ t'asa\ 6,\) d.\u.'tlahsehlnma 'oet'o\U\'j\se'o~a\
beri,1rut:
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BER1TA DAERAH KABUPATEN UROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Diundangkan eli Purwodadi
pada tanggal 07 Mei. 2018

S ~~~~~

..

Ditetapkan eli Purwcdadi
pads 2018

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan penguudangan

Peraruran Bupati ini dcngan peuernpatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

Peraruran Bupati irumulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal \1
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